
 

 

 
 

 

 
WALIKOTA BENGKULU 

PROVINSI BENGKULU 

 
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU 

 

NOMOR   02   TAHUN  2015 
 

TENTANG 

 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BENGKULU 

TAHUN ANGGARAN 2015 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
 WALIKOTA BENGKULU, 

 

Menimbang : bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor  01 Tahun 2015 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Peraturan Walikota 

Bengkulu tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 

sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor 6 Drt. Tahun   1956   tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota kecil Dalam 

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 

57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091); 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 

1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

10.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5589); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 

dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 

Nomor 34,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

 



13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  90, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang  

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4659); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5155); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 

Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);  

 



21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

22. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2010-2014; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggung 

Jawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Belanja Pemilihan 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah;  

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 

Sosial  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah 
dan Bantuan Sosial; 

26. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015; 

27. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi 

Sekretariat Daerah Kota Bengkulu dan Sekretariat DPRD Kota Bengkulu; 

28. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas 
Daerah Kota Bengkulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 

Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu; 

29. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi 
Lembaga Teknis Daerah Kota Bengkulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 

Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 

Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bengkulu; 

 



 

28. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 11 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Pemerintah 

Kecamatan dan Kelurahan Daerah Kota Bengkulu; 

29. Peraturan Daerah  Kota Bengkulu Nomor  01  Tahun  2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2015; 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN  ANGGARAN 2015 
 

Pasal  1 

 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut : 

1. Pendapatan  

1) Pendapatan Asli Daerah       Rp.    108.933.736.000,00    

2) Dana Perimbangan         Rp.    707.479.823.000,00 

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah     Rp.    179.244.354.000,00 

 Jumlah Pendapatan           Rp. 995.657.913.00,00  

 

 

2. Belanja 
  

a.   Belanja Tidak Langsung :     Rp.     615.704.038.473,00     

1) Belanja Pegawai        Rp.     612.754.038.473,00 

2) Belanja Bagi Hasil       Rp.            200.000.000,00 

3) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ 

 Kabupaten/Kota, Kelurahan dan Partai Politik Rp.         1.750.000.000,00 

4) Belanja Tidak Terduga         Rp.         1.000.000.000,00 

  



 

 

b.   Belanja Langsung :    Rp.     462.908.435.742,00 

1)  Belanja Pegawai      Rp.       76.753.994.470,00 

   2) Belanja  Barang dan Jasa      Rp.     170.330.360.282,00      

   3) Belanja Modal       Rp.     215.824.080.990,00    

Jumlah Belanja          Rp. 1.078.612.474.215,00 

         Surplus/(Defisit)          (Rp.     82.954.561.215,00) 

 

 

3. Pembiayaan      

a. Penerimaan        Rp.     89.204.561.215,00 
 b. Pengeluaran       Rp.       6.250.000.000,00 

   Jumlah Pembiayaan Netto       Rp.      82.954.561.215,00 

 Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan       Rp.                             0,00 
 

 

Pasal  2 
 

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I 

Peraturan   Walikota ini. 
 

 

Pasal  3 

 
Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II  

Peraturan       Walikota ini. 

 
 

 

Pasal  4 

 
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan    Walikota ini. 

 



Pasal  5 

 

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam 
dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 
Pasal  6 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah 

Kota Bengkulu 
 

 

Ditetapkan di Bengkulu 

pada tanggal   22  Januari 2015                                  

WALIKOTA BENGKULU, 
 

 DTO 

 
 

H. HELMI HASAN 

Diundangkan di Bengkulu 

pada tanggal    22  Januari  2015  
                        

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU, 

 
 

DTO 

 
             H. FACHRUDDIN SIREGAR 

 

 
LEMBARAN  DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2015 NOMOR 02 

 


